GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/ 0734 /KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan
kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga
kelangsungan usaha dan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan =~ Nomor M/11/HK.04/X/2020  tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu menetapkan
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
dalam sebuah Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur;
Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan

. sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5747);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Nasional (Lembaran Negar:
020 Nomor 131, Tambahan
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10.  Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51J;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tzhun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagkerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan
Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1170);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1549);

15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/
0193/KUM/2018 tentang Penctapan Keanggotaan Dewan
Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan Periode
Tahun 2018-2021;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;
= KESATU . Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Mininum Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021.
g KEDUA . Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebesar
Rp2.877.448,59 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
empat ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen).
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Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Gubernur ini adalah Upah Minimum bulanan
terendah untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat
puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam
seminggu atau 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam
seminggu bagi sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.

Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/ KUM/2019
tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang
mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Oktober 2020

pit. GUBERNUH|{KALIMANTAN SELATAN,
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RUDY RESNAWAN

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan.

Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kalimantan Selatan.
Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua APINDO Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Selatan

10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
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